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Abstract

The purpose of this study is to determine how much influence government accounting standards, accounting
information systems, and the quality of financial statements have on performance accountability at the Public Works
and Spatial Planning Office of Lampung Province. In this study using a quantitative descriptive approach where the
data processing is carried out statistically. The number of samples taken was 44 respondents using the Non probability
sampling method. The source of data in this study is primary data obtained using questionnaires which are then
processed with multiple linear analysis tests using SPSS version 21. The results of this study show that Government
Accounting Standards, Accounting Information Systems and Financial Statement Quality have a positive and
significant effect simultaneously on the Performance Accountability of the Public Works and Spatial Planning Office
of Lampung Province.

Keywords: government accounting standards, accounting information systems, quality of financial statements,
performance accountability

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh standar akuntansi pemerintah, sistem informasi
akuntansi, dan kualitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriftif kuantitatif dimana pengolahan
datanya dilakukan secara statistik. Jumlah sampel yang diambil adalah sebanyak 44 responden dengan metode Non
probability sampling. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menggunakan
kuesioner yang kemudian diolah dengan uji analisis linier berganda menggunakan SPSS versi 21. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Kata Kunci : standar akuntansi pemerintah, sistem informasi akuntansi, kualitas laporan keuangan, akuntabilitas kinerja

1. Pendahuluan

Sistem pemerintah Indonesia untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara Yyaitu dengan melakukan pengembangan
kebijakan akuntansi pemerintah berupa Standar
Akuntansi Pemerintah (SAP) yang mempunyai tujuan
untuk memberikan suatu pedoman dasar dalam
penyusunan dan penyajian laporan  keuangan
Pemerintah pusat maupun pada tingkat daerah. Standar
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akuntansi pemerintah merupakan suatu yang nantinya
akan membantu untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan pemerintah di Indonesia. Sesuai dengan pasal
32 UU No. 17 tahun 2003 tentang bentuk dan isi laporan
pertanggungawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun
dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi
pemerintah. Ditegaskan pula dalam pasal 4 ayat (1) PP
No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pemerintah
menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah berbasis
Akrual. Standar Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual
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adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui
pendapatan, beban, asset, utang, dan ekuitas dalam
pelaporan finansial berbasis Akrual, serta mengakui
pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan
pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang
ditetapkan dalam APBN/APBD.

Bersama  diberlakukannya undang-undang dan
peraturan pemerintah tersebut, yang memfokuskan pada
pola transparansi serta akuntabilitas jelas terlihat bahwa
pemerintah menginginkan adanya pola penyusunan,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah
tidak hanya berusaha akan melibatkan semua komponen
masyarakat tetapi hasil akhir dari semua itu tertuju untuk
kepentingan masyakarat, dengan demikian diharapkan

pemerintah daerah kabupaten atau kota dapat
meningkatkan daya guna dan hasil guna atas
penyelenggaraan ~ pemerintahan  dalam  rangka
pemberian pelayanan kepada masyarakat dan

melakukan pembangunan didaerahnya. Dalam rangka
pertanggungjawaban  publik, pemerintah  daerah
diharapkan dapat melakukan optimalisasi belanja yang
dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.
Kewajiban dari instansi adalah mengelola keuangan
serta mempertanggungjawabkan penggunaan
keuangannya sesuai dengan tugas, pokok, dan
fungsinya. Berdasarkan perencanaan strategis yang
telah ditetapkan karena laporan keuangan yang
transparansi  dan akuntabel ~merupakan  wujud
pengelolaan keuangan  daerah  yang  dapat
dipertanggungjawabkan. Penggunaan laporan keuangan
perlu melakukan analisis terhadap laporan keuangan
untuk mengetahui aktivitas keuangan, investasi, serta
aktivitas operasional dari suatu perusahaan. Berbagai
alat dirancang untuk membantu pengguna menganalisis
laporan keuangan [1].

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan menilai
kualitas laporan keuangan setiap tahunnya dengan
memberikan opini. Opini Wajar Tanpa Pengecualian
akan diberikan jika salah saji yang material tidak ada
pada laporan keuangan, penerapan sistem akuntansi dan
SPI terlaksana dengan baik. Opini Wajar Dengan
Pengecualian diberikan apabila memiliki SPI baik,
tetapi ada salah saji yang cukup material. Opini Tidak
Wajar diberikan ketika SPI tidak baik, serta terdapat
salah saji yang cukup material dan laporan keuangan
disusun secara tidak wajar berdasarkan SAP. Opini
Tidak Menyatakan Pendapat, auditor tidak menyatakan
pendapat dikarenakan lingkungan audit yang membuat
tidak cukup dalam memberikan sebuah opini.

Kejadian banyak dijumpai dalam menyajikan laporan
keuangan pemerintah yang ditemukan oleh BPK bahwa
terdapat pemerintah daerah malakukan penyimpangan
dengan tidak menyajikan data sesuai dengan peraturan.
Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan tahun
2021 menunjukkan dari 541 LKPD yang telah diperiksa
oleh BPK memperoleh opini selain WTP sebanyak
LKPD, terdiri dari 38 opini Wajar Dengan Pengecualian
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dan 3 Tidak Menyatakan Pendapat. Permasalahan
LKPD tidak sesuai dengan Standar Akuntansi
Pemerintahan sehingga belum mendapatkan opini Wajar
Tanpa Pengecualian.

2. Tinjauan Pustaka
2.1 Standar Akuntansi Pemerintah

Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan dalam
bentuk pernyataan standar akuntansi pemerintahan
(PSAP), Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-
prinsip yang diterapkan dalam menyusun dan
menyajikan laporan keuangan pemerintah [2]. Standar
Akuntansi  Pemerintahan ~ merupakan  pedoman
pemerintah dalam menyusun dan menyajikan laporan
keuangan dalam pemerintahan, baik pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah dalam rangka mencapai
transparansi dan akuntabilitas [3].

Indikator standar akuntansi pemerintah (Bastian Indra,
2011) adalah sebagai berikut basis akuntansi, Nilai
Otentik (Biaya Historis), jujur sepenuhnya, presentasi
yang wajar.

2.2 Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi adalah sistem yang dapat
mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan memproses
data untuk menghasilkan informasi bagi para pembuat
keputusan [4]. Hal ini termasuk orang, prosedur dan
instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi
informasi, kontrol internal serta langkah-langkah
keamanan [5]. Sistem Informasi Akuntansi meliputi
proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data
akuntansi dari proses bisnis, mencatat data akuntansi ke
dalam catatan yang sesuai, memproses data akuntansi
secara  terperinci  dengan  mengklasifikasikan,
merangkum, dan mengkonsolidasikan serta melaporkan
data akuntansi yang diringkas ke pengguna internal
maupun eksternal [6].

Indikator sistem informasi akuntansi yaitu [7] yaitu

Perangkat keras (Hardware), Perangkat lunak
(Software), Manusia ( Brainware), Procedure
(prosedur), Database (basis data), Communication

Network (jaringan komunikasi) [8].

2.3 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah yang relevan, laporan
keuangan dapat mepengaruhi keputusan mengevaluasi
peristiwa masa lalu atau memprediksi masa depan dan
menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi dan
informasi disajikan tepat waktu dan lengkap. Andal,
informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian
yang mengelirukan dan kesalahan material, menyajikan
setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi [9].
Indikator kualitas Laporan Keuangan [10] yaitu relevan,
andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.
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2.4 Akuntabilitas Kinerja

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan
perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan
misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang
telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban
secara variabel. Perwujudan pertanggungjawaban ini
kemudian disusun dan disampaikan dalam bentuk
laporan yang disebut Laporan Akuntabikitas Kinerja
Instansi Pemerintah [11].

Indikator Akuntabilitas Kinerja [12] yaitu Akuntabilitas
Hukum dan Kejujuran, Akuntabilitas Manajerial,
Akuntabilitas Program, Akuntabilitas kebijakan dan
Akuntabilitas Finansial.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian sebagai kerangka yang telah dibuat
sebelumnya berguna menjadi arahan atau petunjuk
secara sistematis terkait apa, kapan dan bagaimana
penelitian  dilakukan [13]. Tujuan dilakukannya
penelitian ini guna mengetahui pengaruh antara variabel
bebas terhadap variabel terikat. Kerangka berpikir
merupakan model konseptual tentang bagaimana teori
berhubungan dengan berhagai faktor yang telah
diidentifikasi sebagai masalah yang penting, dalam
penelitian ini kerangka berpikir yaitu standar akuntansi
pemerintah  pengaruh  secara parsial terhadap
akuntabilitas kinerja, sistem informasi akuntansi
pengaruh secara parsial terhadap akuntabilitas Kinerja,
kualitas laporan keuangan pengaruh secara parsial
terhadap akuntabilitas Kkinerja. standar akuntansi
pemerintah, sistem informasi akuntansi dan kualitas
laporan keuangan pengaruh simultan terhadap
akuntabilitas kinerja.

3.2 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
deskriptif kuantitatif

3.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
primer yaitu sumber data yang langsung memberikan
data kepada pengumpul data . Data dikumpulkan sendiri
oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat
objek penelitian dilakukan, yakni data yang diolah
berupa angka yang didapat dari skala kuisioner yang
peneliti sebarkan pada responden yang selanjutnya
diolah dengan menggunakan software SPSS 21.

3.4 Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generelisasi yang terdiri atas
objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan [14].
Pengambilan sampel dengan menggunakan Metode Non
probability sampling adalah teknik pengambilan
pengambilan sampel yang ditentukan sendiri oleh
pendiri atau menurut pertimbangan pakar. Berdasarkan
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data yang diperoleh, diketahui jumlah anggota pegawai
yang terkait dalam pembuatan Laporan Keuangan di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Lampung sebanyak 44 orang.
3.5 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu
wawancara, observasi dan kuesioner.
3.6 Variabel Penelitian
1. Variabel Independen (bebas)
Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu Standar
Akuntansi ~ Pemerintah,  Sistem  Informasi
Akuntanasi dan Kualitas Laporan Keuangan
2. Variabel Dependen(Terikat)
Variabel terikat dalam penelitian ini
Akuntabilitas Kinerja.

yaitu

3.7 Hipotesis

H1 : Diduga Standar akuntansi pemerintah, Sistem
Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan
berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas Kinerja
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Lampung.

H2 : Diduga Standar akuntansi pemerintah berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Lampung.

H3 : Diduga Sistem Informasi Akuntansi berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Lampung.

H4 : Diduga Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh
signifikan terhadap akuntabilitas kinerja pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Lampung.

4. Pembahasan dan Hasil

1. Uji Normalitas

1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam
model regresi variabel independen (X) dan variabel
dependen (Y) keduanya mempunyai distribusi normal
atau tidak.
Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji test normalitas terlihat
bahwa variabel residual dalam penelitian ini mempunyai
nilai Asymp.Sig. (2-tailed) sebesar 0,625 > 0,05 dengan
kata lain data tabulasi kuisioner berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolineritas merupakan uji untuk melihat
kedalam model regresi suatu penelitian apakah
ditemukan adanya interkorelasi antara variabel-variabel
bebas (independent) yang digunakan dalam penelitian
ini. Model regresi yang baik harusnya tidak memiliki
korelasi antar variabel independent. Pada umumnya
nilai cut off yang digunakan untuk menunjukan adanya
multikolineritas adalah nilai Tolerance >0,10 atau sama
dengan nilai VIF < 10.
Hasil yang diuji dalam penelitian dapat dilihat dari nilai
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tolerance masing-masing variabel bebas menunjukan
bahwa nilai dari standar akuntansi pemerintah (Xy)
0,762, sistem informasi akuntansi (Xz) 0,988, dan
kualitas laporan keuangan(Xs) 0,770 dari masing-
masing nilai tolerance lebih besar dari 0,10 (>0,10)
maka artinya tidak terjadi multikolinieritas Kemudian
pada masing-masing variabel yaitu standar akuntansi
pemerintah (X1) 1,313, sistem informasi akuntansi (X2)
1,013 dan kualitas laporan keuangan(Xs) 1,299
menunjukan nilai VIF lebih kecil dari 10,00 (<10,00)
maka artinya tidak terjadi multikolinieritas.
3. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian Heteroskedastisitas bertujuan untuk melihat
apakah adanya gangguan yang ada pada suatu
penelitian. Metode untuk menguji penelitian ini
dilakukan dengan metode grafik scatterplot. Dalam
model  regresi adalah  tetap, yang disebut
heterokedastisitas jika titik-titik merambat diatas dan
dibawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola,
maka tidak terjadi heterokedastisistas.
Dari hasil Uji Heteroskedastisitas diatas, grafik
Scatterplot yang disajikan pada Gambar 4.1
menunjukkan bahwa titik—titik menyebar secara acak
tidak membentuk sebuah pola tertentu yang jelas serta
tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada
sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas
pada model regresi
4.  Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model
regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada
periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka
dinamakan ada problem autokorelasi. Tentu saja model
regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari
autokolerasi. Pada prosedur pendeteksian masalah
autokolerasi dapat digunakan besaran Durbin-Waston.
Untuk memeriksa ada tidaknya autokolerasi, maka
dilakukan uji Durbin-Watson dengan keputusan sebagai
berikut:
a. Jika d < dL atau d >4-dl, maka yang artinya
terdapat autokorelasi
b. Jika du < d < (4-du), berarti tidak terdapat
autokorelasi
c¢. Jika dL < dU atau 4- dU < 4-dL., Maka tidak
dapat disimpulkan .
Hasil uji autokorelasi pada tabel Durbin
Waston menunjukan nilai sebesar dw 1,815, dan hasil
dari Durbin Waston sebesar dL 1,374, dU = 1,664, 4- dL
2,626, 4- dU : 2,336. Jadi dapat diartikan bahwa uji
autokorelasi pada penelitian ini yakni dU<d < 4-dU (dU
= 2,336 <d 1,374 < 4-dU 2,336) maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam
data ini.
2. Uji Regresi Linear Berganda
Analisis  regresi linear berganda digunakan  untuk
mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel
independen terhadap variabel dependen.Dari tabel 4.13
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diatas maka dapat dibuat sebuah persamaan koefisien
regresi yakni

Y = 22,930 - 0,409 X; - 0,275 X, +0,686 X3 +e
dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Nilai Konstanta (o)) pada persamaan regresi sebesar
22,930 jika kenaikan sebesar O artinya dengan
dipengaruhi variabel Standar Akuntansi Pemerintah
(X1), Sistem Informasi Akuntansi (X2) dan Kualitas
Laporan Keuangan (Xs) maka variabel Akuntabilitas
Kinerja () dianalogikan bernilai sebesar konstanta
tersebut.

2. Nilai b; = -0,409 yang memiliki arti jika variable
Standar Akuntansi Pemerintah (X;) terjadi kenaikan
sebesar satu (satuan) disaat bersamaan variabel lain
diasumsikan konstan, maka variable Akuntabilitas
Kinerja (YY) akan terjadi kenaikan sebesar -0,409.

3. Nilai b, = -0,275 yang memiliki arti jika variable
Sistem Informasi Akuntansi (X;) terjadi kenaikan
sebesar satu (satuan) disaat bersamaan variabel lain
diasumsikan konstan, maka variable Akuntabilitas
Kinerja (Y) akan terjadi kenaikan sebesar -0,275.

4. Nilai bz = 0,686 yang memiliki arti jika variable
Kualitas Laporan Keuangan (Xs) terjadi kenaikan
sebesar satu (satuan) disaat bersamaan variabel lain
diasumsikan konstan, maka variable Akuntabilitas
Kinerja () akan terjadi kenaikan sebesar 0,686.

3. Koefisien determinasi

Berdasarkan hasil uji Determinasi (R?) menunjukan

bahwa nilai yang diperoleh R Square sebesar 0,402 yang

berarti 40.2% variabel Standar Akuntansi Pemerintah,

Sistem Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan

Keuangan dipengaruhi oleh Akuntabilitas Kinerja.

Sedangkan sisanya (100-40.2%) adalah sebesar 59,8%

yang dipengaruhi oleh Variabel lain diluar persamaan.

4. Uji Hipotesis
1. Uji f (Simultan)

Uji f digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh secara simultan dari variable bebas terhadap
variable terikat. Berdasarkan tabel 4.15 diatas diketahui
nilai Friung Sebesar 8,980 dan nilai Fper Sebesar 2,83.
Karena nilai Fhiung 8.980 > Fapel 2,83 dan nilai sig 0,000
< 0,05. Maka Ha diterima dan Ho ditolak yang artinya
variabel Standar Akuntansi Pemerintah (Xy), Sistem
Informasi  Akuntansi (X,) dan Kualitas Laporan
Keuangan (Xs) berpengaruh dan Signifikan secara
simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja (YY) di Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Lampung.
2. Ujit(Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah terdapat
pengaruh secara parsial (individu) dari variable bebas
terhadap variable terikat. Berdasarkan tabel 4.16 diatas
dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Standar Akuntansi Pemerintah (X;) dilihat dari
nilai Thiung -3,058 > Trper 1,683 dengan tingkat
signifikan sebesar 0,004 < 0,05. Variabel Standar
Akuntansi Pemerintah secara parsial
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berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
Maka kesimpulannya Ha diterima dan Ho
ditolak. (Taper terlampir)

Sistem Informasi Akuntansi (X2) dilihat dari nilai
Thiung -2,878 < Twwer 1,683 dengan tingkat
signifikan sebesar 0,006 < 0,05. Variabel sistem
informasi akuntansi secara parsial berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap Akuntabilitas
Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Lampung. Maka
kesimpulannya Ha diterima dan Ho ditolak.
(Ttaber terlampir)

Kualitas Laporan Keuangan (Xs) dilihat dari nilai
Thiung 4,288 > Twne 1,683 dengan tingkat
signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Variabel
Kualitas Laporan Keuangan secara parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja (Y) di Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
Maka kesimpulannya Ha diterima dan Ho
ditolak. (Taper terlampir)

. Pembahasan

. Pengaruh Standar akuntansi pemerintah, Sistem
Informasi Akuntansi dan Kualitas Laporan
Keuangan terhadap akuntabilitas Kinerja pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi  Lampung, Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa  Standar  Akuntansi
Pemerintah, sistem informasi akuntansi dan
kualitas laporan keuangan secara simultan
memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap akuntabilitas kinerja, semakin tinggi
nilai standar akuntansi pemerintah dan kualitas
laporan keuangan maka semakin tinggi
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

. Pengaruh Standar akuntansi pemerintah terhadap
untuk Akuntabilitas kinerja, Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa  Standar  Akuntansi
Pemerintah secara parsial memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja, apabila semakin baik standar akuntansi
pemerintah, maka semakin besar pula tingkat
akuntabilitas  kinerja.  Standar  akuntansi
pemerintah ini dapat disimpulkan sebagai alat
untuk memenuhi pelaporan yang semakin
transparan dan akuntabel. Salah satu upaya yang
dilakukan pemerintah untuk mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan
keuangan adalah dengan menyusun dan
menyajikan laporan keuangan berdasarkan pada
standar akuntansi pemerintah.

. Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap
untuk Akuntabilitas kinerja, Hasil penelitian ini
menunjukkan ~ bahwa  Sistem  Informasi
Akuntansi secara parsial memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap akuntabilitas
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kinerja, sistem informasi akuntansi dapat
membuat akuntabilitas dalam pencapaian kinerja
terutama dalam pengelolaan data keuangan
sehingga akan terwujudnya transparansi dan
pertanggungjawabkan.  Sehingga pelaporan
keuangan yang menjadi bagian dari kinerja
pemerintah dalam pengelolan keuangan akan
selesai tepat waktu.

. Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap

akuntabilitas kinerja, Hasil penelitian ini
menunjukkan  bahwa  Kualitas  Laporan
Keuangan secara parsial memiliki pengaruh
positif dan signifikan terhadap akuntabilitas
kinerja, Laporan keuangan yang menjadi dasar
dalam pengukuran akuntabilitas Kkinerja suatu
instansi hendaknya dapat memberikan informasi
yang akurat dan jelas sebagai bentuk pertanggng
jawaban. Laporan keuangan harus dapat
menunjukkan informasi tentang Kkinerja dan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
dibutuhkan karena laporan keuangan sangat
dibutuhkan oleh pemerintah dalam mengambil
keputusan guna melakukan perbaikan-perbaikan
manajemen dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan agar lebih baik dan maksimal.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, penulis
menarik kesimpulan atas peneliti yang dilakukan
sebagai berikut :

1.

Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Informasi
Akuntansi dan Kualitas Laporan Keuangan
berpengaruh positif dan signifikan secara simultan
terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Lampung.
Standar Akuntansi Pemerintah secara parsial
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Sistem Informasi Akuntansi secara parsial
berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Lampung.

Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Lampung.
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